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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan 

(Artificial Intelligence atau AI) telah 

memungkinkan terciptanya karya seni visual 

secara otomatis, sehingga menimbulkan berbagai 

persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta belum mengatur secara khusus 

mengenai status hukum karya seni visual 

berbasis AI maupun pihak yang berhak atas karya 

tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan 

kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam 

perlindungan hak cipta.Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis kekosongan hukum 

perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis 

AI di Indonesia serta mengkaji akibat hukum 

yang ditimbulkan dari kekosongan hukum 

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri 

atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

yang dianalisis secara kualitatif. 

 

Kata Kunci: Hak Cipta, Seni Visual, Kecerdasan 

Buatan, Artificial Intelligence, Kekosongan 

Hukum. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi dan transformasi digital 

yang serba otomatis ini, perkembangan pesat 

dalam hal teknologi khususnya kecerdasan 

buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah 

masuk di berbagai lini kehidupan manusia, 

termasuk dibidang sektor industri kreatif. Dalam 

beberapa tahun terakhir, muncul beberapa 

platform AI generatif seperti DALL-E, 

Midjourney, Stable Diffusion, dll yang mampu 

dengan mudah menciptakan karya seni visual 

kompleks hanya berdasarkan perintah teks yang 

dimasukkan oleh pengguna. Artificial 

Intelligence alias AI adalah suatu program yang 

memungkinkan mesin atau sistem komputer 

untuk meniru kemampuan manusia seperti 
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belajar, mengambil keputusan, dan 

menyelesaikan suatu masalah. AI bekerja dengan 

cara mengumpulkan sejumlah data dari berbagai 

sumber lalu data tersebut diproses dalam jumlah 

besar menggunakan algoritma yang mampu 

mengenali pola, serta membuat prediksi atau 

keputusan secara otomatis.5 Kemajuan teknologi 

khususnya AI, telah membawa dampak besar 

bagi kehidupan manusia. 

Teknologi ini mengubah cara manusia 

bekerja, berkomunikasi, berkarya, hingga 

berinteraksi sosial. Dalam bidang seni, AI telah 

melangkah dari sekadar alat bantu menjadi 

pencipta karya seni visual yang sebelumnya 

hanya dapat dilakukan oleh manusia kini dapat 

dilakukan sepenuhnya oleh program komputer. 

Kemudahan yang ditawarkan teknologi AI telah 

mengubah proses penciptaan karya yang 

sebelumnya memerlukan kemampuan teknis, 

pengalaman, kreativitas, serta proses yang 

panjang menjadi lebih praktis dan efisien.  

Saat ini semakin banyak individu yang 

memanfaatkan AI untuk menghasilkan karya 

visual secara otomatis dan kemudian 

menggunakan hasil karya tersebut untuk 

kepentingan ekonomi, baik melalui penjualan 

karya, pemanfaatan dalam media digital, maupun 

penggunaan komersial lainnya. Kondisi tersebut 

memunculkan perdebatan, terutama jika 

dibandingkan dengan pencipta karya seni 

konvensional yang menghasilkan karya melalui 

proses kreatif secara manual, yang membutuhkan 

waktu, keterampilan, ide, serta usaha yang tidak 

sedikit. Perbedaan proses penciptaan tersebut 

menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan 

pemberian perlindungan hak cipta terhadap karya 

yang dihasilkan melalui AI. Fenomena ini 

memunculkan tantangan hukum terkait legalitas 

dan perlindungan atas karya seni berbasis AI, 

terutama mengenai aspek hak kekayaan 

intelektual.  

HAKI memberikan perlindungan hukum 

terhadap hasil karya cipta, termasuk seni visual. 

Berbicara mengenai hak cipta, di Indonesia 

sendiri, hak cipta diatur dalam Undang – undang 

no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

Kemunculan karya seni visual yang dihasilkan 

oleh program AI menimbulkan pertanyaan 

mendasar, siapa yang berhak atas hak cipta 

tersebut? Apakah hak cipta harus diberikan 

kepada pencipta manusia, pihak pembuat 

perangkat AI, atau bahkan kepada sistem AI itu 

sendiri? Di Indonesia, regulasi mengenai Hak 

Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang 

– undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

belum secara gamblang mengatur mengenai 
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karya seni visual ciptaan hasil AI, yang 

menyebabkan ketidakjelasan dan potensi 

masalah hukum. Ketidakjelasan tersebut 

menimbulkan dilema hukum dan etis yang harus 

segera ditelaah agar perlindungan terhadap karya 

seni berbasis AI dapat diterapkan secara adil dan 

efektif, sayangnya undang – undang tersebut 

memang belum secara terperinci mengatur 

perlindungan hukum bagi karya seni visual yang 

dihasilkan sepenuhnya oleh AI, sehingga hal ini 

dapat berpotensi untuk menghambat inovasi 

sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan 

mengenai kejelasan perlindungan hukum bagi 

karya seni visual yang diciptakan oleh program 

AI.  

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

legalitas hak kekayaan intelektual terhadap seni 

visual berbasis kecerdasan buatan menurut 

hukum Indonesia. Ketertarikan tersebut 

didasarkan pada adanya perkembangan 

penggunaan AI yang memungkinkan seseorang 

menghasilkan karya secara instan dan 

memperoleh keuntungan ekonomi, sementara di 

sisi lain masih terdapat pertanyaan mengenai 

kelayakan pemberian hak cipta terhadap karya 

tersebut apabila ditinjau dari konsep pencipta 

dalam hukum hak cipta Indonesia. Oleh karena 

itu, penelitian ini penting dilakukan untuk 

menganalisis bagaimana pengaturan hukum di 

Indonesia memandang karya seni visual berbasis 

AI serta menentukan apakah pengguna AI layak 

memperoleh hak cipta dan keuntungan ekonomi 

atas karya yang dihasilkannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap 

kekosongan hukum perlindungan hak cipta 

atas seni visual berbasis kecerdasan buatan 

(AI) di Indonesia? 

2. Bagaimana akibat hukum dari kekosongan 

hukum perlindungan hak cipta atas seni 

visual berbasis kecerdasan buatan (AI) di 

Indonesia? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan 

Hukum Perlindungan Hak Cipta atas Seni 

Visual Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) 

di Indonesia. 

1. Analisis Kedudukan Pencipta dan Ciptaan 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan 

mengenai pencipta diatur dalam Pasal 1 angka 2 

 
6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, hlm 2. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta 

adalah seorang atau beberapa orang yang secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan 

suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.6 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-

undang menghendaki adanya subjek manusia 

sebagai pihak yang menghasilkan suatu ciptaan. 

Apabila dikaitkan dengan seni visual berbasis AI, 

timbul persoalan mengenai pihak yang dapat 

dianggap sebagai pencipta.  

Dalam proses pembuatannya, pengguna 

hanya memberikan instruksi atau prompt kepada 

sistem AI, sedangkan proses pengolahan data 

hingga menghasilkan gambar dilakukan oleh 

sistem secara otomatis. Kondisi ini menimbulkan 

keraguan mengenai apakah pengguna AI dapat 

dianggap sebagai pencipta ataukah karya tersebut 

tidak memenuhi unsur kepengarangan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Hak Cipta. Selain itu, Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap 

hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, 

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan 

dalam bentuk nyata.7 Ketentuan ini menunjukkan 

bahwa suatu ciptaan pada dasarnya lahir dari 

kemampuan intelektual manusia yang 

diwujudkan dalam bentuk nyata.  

Seni visual yang dihasilkan oleh AI memang 

dapat memenuhi unsur sebagai karya yang 

diekspresikan dalam bentuk nyata. Namun, 

permasalahan muncul karena proses 

penciptaannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh 

manusia. Unsur inspirasi, kemampuan, pikiran, 

dan imajinasi sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang menjadi sulit untuk diterapkan 

pada sistem AI yang secara hukum tidak 

memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.  

Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan bahwa karya seni rupa dalam 

segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan karya 

seni terapan merupakan ciptaan yang dilindungi.8 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seni 

visual pada dasarnya merupakan objek yang 

memperoleh perlindungan hak cipta. Akan tetapi, 

undang-undang tidak memberikan penjelasan 

mengenai status karya seni visual yang 

dihasilkan melalui teknologi AI. 

Ketiadaan pengaturan tersebut 

mengakibatkan munculnya ketidakjelasaan 

mengenai apakah karya seni visual berbasis AI 

dapat memperoleh perlindungan hak cipta 

sebagaimana karya seni visual yang dihasilkan 

oleh manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 

7 Ibid, hlm 2. 
8 Ibid, hlm 18. 
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2014 tentang Hak Cipta hanya mengatur dalam 

konteks manusia, sehingga belum memberikan 

jawaban yang tegas terhadap perkembangan 

teknologi yang memungkinkan suatu karya 

dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami 

bahwa sistem hak cipta Indonesia masih 

berorientasi pada konsep human authorship atau 

kepengarangan manusia. Oleh karena itu, muncul 

permasalahan hukum ketika suatu karya seni 

visual dihasilkan oleh sistem AI karena undang-

undang belum secara eksplisit mengatur 

kedudukan hukum AI maupun status hak cipta 

atas karya yang dihasilkannya. Kondisi inilah 

yang menjadi salah satu indikasi adanya 

kekosongan hukum dalam perlindungan hak 

cipta terhadap seni visual berbasis kecerdasan 

buatan di Indonesia. 

2. Kedudukan Seni Visual Berbasis Kecerdasan 

Buatan (Artificial Intelligence) dalam 

Perspektif Hak Cipta. 
Permasalahan utama dalam seni visual 

berbasis kecerdasan buatan bukan terletak pada 

bentuk karya yang dihasilkan, melainkan pada 

penentuan pihak yang dapat diakui sebagai 

pencipta. Dalam konteks hak cipta, status 

pencipta memiliki kedudukan yang penting 

karena menjadi dasar lahirnya hak moral dan hak 

ekonomi atas suatu ciptaan. Oleh karena itu, 

identifikasi pencipta menjadi langkah awal untuk 

menentukan apakah suatu karya dapat 

memperoleh perlindungan hak cipta.  

Pada karya seni visual berbasis AI, proses 

penciptaan tidak dilakukan secara konvensional 

sebagaimana karya seni yang dihasilkan secara 

langsung oleh manusia. Pengguna hanya 

memberikan instruksi atau prompt, sedangkan 

proses pengolahan hingga menghasilkan gambar 

dilakukan oleh sistem AI. Kondisi tersebut 

menimbulkan pertanyaan mengenai apakah 

pengguna AI dapat dianggap sebagai pencipta 

atau hanya sebagai pihak yang menggunakan 

teknologi untuk menghasilkan suatu karya. 

Apabila pengguna AI dianggap sebagai pencipta, 

maka perlu ditentukan batas kontribusi kreatif 

yang harus diberikan agar status tersebut dapat 

dibenarkan secara hukum.  

Tidak semua penggunaan AI menunjukkan 

tingkat keterlibatan manusia yang sama. Dalam 

praktiknya, terdapat pengguna yang hanya 

memasukkan perintah sederhana, namun terdapat 

pula pengguna yang melakukan serangkaian 

proses kreatif seperti menyusun konsep, 

mengatur parameter, melakukan seleksi hasil, 

dan menyunting gambar yang dihasilkan. 

Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut 

menimbulkan kesulitan dalam menentukan 

standar yang dapat digunakan untuk mengakui 

seseorang sebagai pencipta. Di sisi lain, AI tidak 

 
9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, hlm 2. 

dapat ditempatkan sebagai pencipta karena tidak 

memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. AI 

tidak dapat memiliki hak maupun kewajiban 

hukum serta tidak dapat 

mempertanggungjawabkan hasil yang 

diciptakannya. Akibatnya, terdapat situasi di 

mana suatu karya memiliki nilai ekonomi dan 

dapat dimanfaatkan secara komersial, tetapi 

pihak yang berhak atas karya tersebut tidak dapat 

ditentukan secara jelas. 

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan seni 

visual berbasis AI dalam perspektif hak cipta 

masih menimbulkan perdebatan mengenai siapa 

yang dapat diakui sebagai pencipta dan 

pemegang hak cipta. Ketidakjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa sistem hak cipta yang 

berlaku saat ini belum memberikan jawaban yang 

memadai terhadap karya yang dihasilkan dengan 

bantuan kecerdasan buatan. Kondisi ini 

kemudian menjadi dasar untuk menilai adanya 

kekosongan hukum dalam perlindungan hak 

cipta atas seni visual berbasis AI di Indonesia. 

3. Analisis Kekososngan Hukum Perlindungan 

Hak Cipta atas Seni Visual Berbasis 

Kecerdasan Buatan (Artificcial Intelligence) 

di Indoneisa. 

Kekosongan hukum dalam perlindungan 

hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan 

buatan dapat dianalisis melalui ketentuan yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun 

undang-undang tersebut telah mengatur 

mengenai pencipta, ciptaan, hak moral, dan hak 

ekonomi, pengaturan tersebut masih berorientasi 

pada karya yang dihasilkan oleh manusia. 

Sementara itu, perkembangan teknologi 

memungkinkan terciptanya karya seni visual 

melalui keterlibatan sistem kecerdasan buatan 

yang tidak secara tegas diakomodasi dalam 

undang-undang.  

Salah satu bentuk kekosongan hukum 

terlihat pada pengaturan mengenai pencipta. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan 

bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa 

orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat 

khas dan pribadi.9  

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

konsep pencipta yang digunakan dalam undang-

undang mengarah pada manusia sebagai subjek 

hukum. Namun, undang-undang tidak 

memberikan pengaturan mengenai kedudukan 

karya yang dihasilkan dengan bantuan atau 

melalui proses kecerdasan buatan. Ketiadaan 

pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan 

dalam menentukan pihak yang dapat diakui 

sebagai pencipta atas seni visual berbasis AI. 

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pihak yang 
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memiliki keterkaitan dengan proses penciptaan 

karya, yaitu pengguna AI yang memberikan 

prompt, pengembang sistem AI yang 

menciptakan teknologi tersebut, dan penyedia 

platform yang mengoperasikan sistem AI. Akan 

tetapi, Undang-Undang Hak Cipta tidak 

memberikan dasar hukum yang dapat digunakan 

untuk menentukan pihak mana yang berhak 

memperoleh status sebagai pencipta maupun 

pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan.  

Kekosongan hukum juga terlihat pada 

pengaturan mengenai objek perlindungan hak 

cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan bahwa karya seni rupa dalam 

segala bentuk merupakan ciptaan yang 

dilindungi.10 Meskipun demikian, ketentuan 

tersebut tidak menjelaskan apakah perlindungan 

yang diberikan juga mencakup karya seni visual 

yang dihasilkan oleh sistem AI. Akibatnya, 

muncul ketidakpastian mengenai status hukum 

karya tersebut dalam rezim hak cipta Indonesia. 

Kekosongan hukum selanjutnya berkaitan 

dengan hak moral. Hak moral merupakan hak 

yang melekat secara pribadi pada diri dan tidak 

dapat dipisahkan dari diri penciptanya.11 Konsep 

tersebut didasarkan pada adanya hubungan 

personal antara pencipta dan ciptaannya. Dalam 

konteks seni visual berbasis AI, hubungan 

personal tersebut menjadi sulit untuk diterapkan 

karena AI tidak memiliki kehendak, reputasi, 

maupun kepentingan hukum yang dapat 

dilindungi. Di sisi lain, undang-undang juga tidak 

memberikan pengaturan mengenai pihak yang 

dapat menjalankan atau memperoleh hak moral 

atas karya yang dihasilkan oleh AI. Selain hak 

moral, ketidakjelasan juga terjadi terhadap hak 

ekonomi.  

Undang-undang memberikan hak eksklusif 

kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya.12 

Namun, ketika status pencipta atas karya AI tidak 

dapat ditentukan secara jelas, maka pihak yang 

berhak menikmati manfaat ekonomi dari karya 

tersebut juga menjadi tidak pasti. Kondisi ini 

berpotensi menimbulkan sengketa hukum, 

khususnya apabila karya tersebut digunakan atau 

dikomersialisasikan oleh lebih dari satu pihak 

yang merasa memiliki hak atas karya tersebut. 

Berdasarkan teori kekosongan hukum, 

suatu kekosongan hukum dapat terjadi ketika 

peraturan perundang-undangan tidak mampu 

mengakomodasi perkembangan masyarakat dan 

kemajuan teknologi yang melahirkan hubungan 

hukum baru. Menurut Satjipto Rahardjo, 

kekosongan hukum dapat terjadi ketika 

perkembangan masyarakat berlangsung lebih 

cepat dibandingkan perkembangan hukum, 

 
10 Ibid, hlm 18. 
11 Ibid, Pasal 5, hlm 6. 
12 Ibid, Pasal 8 dan Pasal 9, hlm 7. 

sehingga muncul peristiwa atau hubungan hukum 

baru yang belum diatur secara memadai dalam 

peraturan perundang-undangan.13  

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi 

AI telah menghasilkan bentuk penciptaan karya 

yang belum sepenuhnya dipertimbangkan ketika 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta dibentuk. Akibatnya, terdapat kondisi 

di mana permasalahan hukum telah muncul 

dalam praktik, namun belum tersedia norma 

hukum yang secara jelas mengatur 

penyelesaiannya. Dengan demikian, kekosongan 

hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni 

visual berbasis AI di Indonesia tidak terletak pada 

ketiadaan pengaturan hak cipta secara 

keseluruhan, melainkan pada tidak adanya 

pengaturan yang secara spesifik mengatur status 

hukum karya berbasis AI, penentuan pencipta, 

kepemilikan hak cipta, serta pelaksanaan hak 

moral dan hak ekonomi atas karya yang 

dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum 

sepenuhnya mampu menjawab persoalan hukum 

yang timbul akibat perkembangan teknologi AI.  

Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa 

negara yang telah mulai memberikan respons 

terhadap permasalahan hak cipta atas karya 

berbasis AI. Dalam praktik di Amerika Serikat, 

perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya 

unsur kepengarangan manusia (human 

authorship), sebagaimana tercermin dalam kasus 

Zarya of the Dawn. Pendekatan tersebut 

menunjukkan bahwa meskipun perdebatan 

mengenai karya AI masih berlangsung, telah 

terdapat posisi hukum yang dapat dijadikan 

acuan dalam menentukan status perlindungan 

suatu karya. Sementara itu, hukum positif 

Indonesia belum memberikan pengaturan 

maupun pedoman yang secara khusus mengatur 

status hukum karya seni visual berbasis AI. 

 

B. Akibat Hukum dari Kekosongan Hukum 

Perlindungan Hak Cipta Atas Seni Visual 

Berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial 

Intelligence) di Indonesia. 

1. Ketidakpastian Hukum Mengenai Status 

Kepemilikan Hak Cipta 

Salah satu akibat hukum yang paling nyata 

dari kekosongan hukum perlindungan hak cipta 

atas seni visual berbasis kecerdasan buatan 

(Artificial Intelligence) adalah munculnya 

ketidakpastian hukum mengenai pihak yang 

berhak atas karya yang dihasilkan. 

Ketidakpastian tersebut muncul karena Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta belum memberikan pengaturan yang secara 

13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2014), hlm. 99. 
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khusus menentukan status kepemilikan hak cipta 

atas karya seni visual yang dihasilkan melalui AI.  

Dalam sistem hak cipta, penentuan 

pemegang hak cipta sangat bergantung pada 

identifikasi pencipta.14 Namun, pada seni visual 

berbasis AI, proses penciptaan melibatkan 

berbagai pihak yang memiliki kontribusi 

berbeda, seperti pengguna yang memberikan 

prompt, pengembang yang merancang sistem AI, 

serta penyedia platform yang mengoperasikan 

teknologi tersebut.  

Ketiadaan pengaturan mengenai hubungan 

hukum di antara pihak-pihak tersebut 

menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai 

siapa yang berhak memperoleh hak cipta atas 

karya yang dihasilkan. Ketidakpastian tersebut 

berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran 

yang berbeda. Sebagian pihak dapat berpendapat 

bahwa pengguna AI merupakan pencipta karena 

memberikan instruksi yang menjadi dasar 

terbentuknya karya. Di sisi lain, terdapat 

pandangan yang menyatakan bahwa 

pengembang sistem AI memiliki kontribusi yang 

lebih besar karena menciptakan teknologi yang 

menghasilkan karya tersebut. Bahkan terdapat 

pendapat yang menyatakan bahwa karya yang 

dihasilkan sepenuhnya oleh AI tidak dapat 

memperoleh perlindungan hak cipta karena tidak 

memenuhi unsur kepengarangan manusia 

sebagaimana yang dianut dalam sistem hak cipta 

saat ini.15  

Perbedaan pandangan tersebut 

menunjukkan bahwa belum terdapat dasar 

hukum yang jelas untuk menentukan status 

kepemilikan hak cipta atas karya seni visual 

berbasis AI. 

Kondisi tersebut bertentangan dengan 

tujuan hukum untuk menciptakan kepastian 

hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum 

mengandung makna bahwa hukum harus 

memberikan aturan yang jelas sehingga setiap 

orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya 

dalam suatu hubungan hukum.16 Kepastian 

hukum memungkinkan masyarakat untuk 

memahami kedudukan hukumnya serta 

memperkirakan akibat hukum dari setiap 

tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, 

keberadaan suatu aturan yang jelas menjadi 

syarat penting dalam menjamin perlindungan 

hukum bagi masyarakat. Apabila teori kepastian 

hukum tersebut dikaitkan dengan karya seni 

visual berbasis AI, maka terlihat bahwa Undang-

 
14 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, Pasal 1 angka 2, hlm 2. 
15 Ibid, Pasal 1 angka 4, hlm 2. 
16 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 27. 

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta belum mampu memberikan kejelasan 

mengenai siapa yang dapat diakui sebagai 

pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya 

yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan. 

Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses penciptaan karya tersebut tidak memiliki 

kepastian mengenai hak yang dimilikinya.  

Pengguna AI tidak memperoleh kepastian 

apakah hasil karya yang dihasilkan dapat diklaim 

sebagai miliknya, sementara pengembang dan 

penyedia platform juga tidak memiliki 

kedudukan hukum yang secara tegas diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Selain 

menimbulkan ketidakjelasan mengenai status 

pencipta, kekosongan hukum tersebut juga 

berdampak pada pelaksanaan hak cipta sebagai 

hak eksklusif. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan 

bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang 

terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.17  

Dengan demikian, penentuan pihak yang 

berhak atas suatu karya menjadi penting karena 

berkaitan langsung dengan pihak yang dapat 

menikmati dan melaksanakan hak-hak tersebut. 

Ketidakjelasan mengenai pemegang hak cipta 

atas seni visual berbasis AI juga berimplikasi 

terhadap pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.18  

Dalam ketentuan tersebut, pencipta atau 

pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif 

untuk memperoleh manfaat ekonomi atas 

ciptaannya melalui berbagai bentuk 

pemanfaatan, seperti penerbitan, penggandaan, 

distribusi, maupun penggunaan secara komersial. 

Namun, apabila status pencipta dan pemegang 

hak cipta tidak dapat ditentukan secara jelas, 

maka pelaksanaan hak ekonomi tersebut juga 

menjadi tidak pasti. Kondisi tersebut berpotensi 

menimbulkan permasalahan ketika suatu karya 

seni visual berbasis AI digunakan atau 

diperjualbelikan secara komersial.  

Tidak adanya kepastian mengenai pihak 

yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dapat 

memicu klaim yang saling bertentangan antara 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

penciptaan karya. Akibatnya, perlindungan yang 

seharusnya diberikan oleh rezim hak cipta 

menjadi sulit untuk diwujudkan secara efektif. 

Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan 

keraguan dalam pemanfaatan dan komersialisasi 

17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, Pasal 4, hlm 5. 
18 Ibid, hlm 7. 
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karya seni visual berbasis AI. Pihak yang 

menghasilkan karya melalui AI dapat 

menghadapi risiko hukum apabila di kemudian 

hari terdapat pihak lain yang mengklaim hak atas 

karya tersebut.  

Di sisi lain, tidak adanya kepastian 

mengenai status kepemilikan hak cipta juga 

berpotensi menghambat perlindungan terhadap 

hak ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh 

dari pemanfaatan karya tersebut. Kondisi 

demikian menunjukkan bahwa kekosongan 

hukum tidak hanya berdampak pada aspek 

normatif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi 

praktis dalam pemanfaatan karya seni visual 

berbasis AI.  

Dengan demikian, kekosongan hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas 

seni visual berbasis AI telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum mengenai status 

kepemilikan hak cipta. Ketidakpastian tersebut 

menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk 

memberikan kejelasan mengenai hak dan 

kewajiban para pihak belum dapat terwujud 

secara optimal, sehingga diperlukan pengaturan 

yang lebih jelas untuk menjamin kepastian 

hukum dalam perlindungan hak cipta atas karya 

seni visual berbasis kecerdasan buatan. 

2. Potensi Sengketa Hak Cipta atas Karya Seni 

Visual Berbasis AI 

Kekosongan hukum dalam perlindungan 

hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan 

buatan berpotensi menimbulkan berbagai 

sengketa hukum di kemudian hari. Potensi 

sengketa tersebut muncul karena belum adanya 

ketentuan yang secara jelas mengatur status 

hukum karya yang dihasilkan melalui AI serta 

pihak yang berhak atas karya tersebut. 

Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya 

klaim yang saling bertentangan dari pihak-pihak 

yang merasa memiliki hubungan dengan proses 

penciptaan karya.  

Salah satu bentuk sengketa yang dapat 

terjadi adalah sengketa mengenai kepemilikan 

hak cipta atas karya seni visual berbasis AI. 

Dalam praktiknya, proses penciptaan karya 

melalui AI melibatkan lebih dari satu pihak, 

seperti pengguna yang memberikan prompt, 

pengembang yang menciptakan sistem AI, serta 

penyedia platform yang mengoperasikan 

teknologi tersebut. Masing-masing pihak 

memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses 

penciptaan karya, sehingga berpotensi 

menimbulkan perbedaan pandangan mengenai 

siapa yang berhak diakui sebagai pencipta 

 
19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, Bab XIV tentang Penyelesaian 

Sengketa, hlm 41. 

maupun pemegang hak cipta. Selain sengketa 

mengenai kepemilikan hak cipta, potensi 

sengketa juga dapat muncul akibat penggunaan 

data yang digunakan dalam proses pelatihan 

(training) sistem AI.  

Sebagian besar sistem AI generatif 

dikembangkan melalui proses pelatihan 

menggunakan sejumlah besar data yang berasal 

dari berbagai sumber, termasuk karya-karya yang 

telah dilindungi oleh hak cipta. Apabila 

penggunaan karya tersebut dilakukan tanpa izin 

dari pemegang hak cipta, maka dapat timbul 

klaim pelanggaran hak cipta terhadap 

pengembang atau penyedia sistem AI. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa permasalahan hak cipta 

dalam teknologi AI tidak hanya berkaitan dengan 

hasil yang dihasilkan, tetapi juga dengan proses 

yang digunakan untuk menghasilkan karya 

tersebut. 

Potensi sengketa juga dapat terjadi ketika 

karya seni visual berbasis AI memiliki kemiripan 

dengan karya milik pihak lain yang telah ada 

sebelumnya. Dalam situasi tertentu, sistem AI 

dapat menghasilkan gambar yang menyerupai 

karya yang digunakan sebagai data pelatihan. 

Apabila kemiripan tersebut dianggap melanggar 

hak cipta atau merugikan pencipta karya asli, 

maka sengketa hukum dapat muncul mengenai 

apakah hasil yang dihasilkan AI merupakan 

ciptaan yang berdiri sendiri atau merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pihak lain. 

Dari perspektif hukum, sengketa-sengketa 

tersebut menjadi semakin kompleks karena 

belum terdapat pengaturan yang secara khusus 

mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak 

cipta yang melibatkan AI. Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

memang telah menyediakan mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi 

maupun nonlitigasi.19 Namun, ketentuan tersebut 

disusun berdasarkan asumsi bahwa sengketa 

terjadi antara subjek hukum yang dapat 

diidentifikasi secara jelas.  

Dalam konteks karya berbasis AI, persoalan 

utama justru terletak pada ketidakjelasan pihak 

yang harus bertanggung jawab terhadap karya 

yang dihasilkan. Keadaan tersebut menunjukkan 

bahwa kekosongan hukum dalam pengaturan hak 

cipta atas seni visual berbasis AI berpotensi 

meningkatkan risiko sengketa hukum di masa 

mendatang. Semakin luas penggunaan AI dalam 

proses kreatif, semakin besar pula kemungkinan 

munculnya perselisihan mengenai kepemilikan 

hak cipta, pelanggaran hak cipta, maupun 
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tanggung jawab hukum atas karya yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan 

pengaturan yang lebih jelas untuk memberikan 

kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya 

sengketa yang dapat menghambat perkembangan 

teknologi dan industri kreatif. 

3. Dampak Kekosongan Hukum terhadap 

Perlindungan Hak Pencipta dan Industri 

Kreatif 

Kekosongan hukum dalam perlindungan 

hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan 

buatan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian 

mengenai status kepemilikan hak cipta dan 

potensi sengketa hukum, tetapi juga berdampak 

terhadap efektivitas perlindungan hak pencipta 

serta perkembangan industri kreatif. Ketika suatu 

karya yang dihasilkan melalui AI tidak memiliki 

status hukum yang jelas, maka perlindungan 

hukum yang seharusnya diberikan oleh rezim hak 

cipta menjadi sulit untuk diterapkan secara 

optimal.  

Salah satu dampak yang dapat timbul adalah 

berkurangnya perlindungan terhadap 

kepentingan ekonomi pencipta. Dalam sistem 

hak cipta, perlindungan hukum diberikan untuk 

menjamin bahwa pencipta memperoleh manfaat 

ekonomi atas karya yang dihasilkannya.20 

Namun, dalam konteks seni visual berbasis AI, 

ketidakjelasan mengenai status pencipta dan 

pemegang hak cipta menyebabkan hak ekonomi 

atas karya tersebut menjadi sulit untuk 

ditegakkan. Akibatnya, pihak yang berkontribusi 

dalam proses penciptaan karya berpotensi 

kehilangan kepastian mengenai hak untuk 

memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang 

dihasilkan. Selain berdampak pada aspek 

ekonomi, kekosongan hukum juga berpotensi 

memengaruhi perlindungan terhadap hak moral.  

Hak moral merupakan hak yang melekat 

pada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya 

serta mempertahankan integritas ciptaannya.21 

Akan tetapi, ketika status pencipta atas karya seni 

visual berbasis AI tidak dapat ditentukan secara 

jelas, maka pelaksanaan hak moral juga menjadi 

sulit untuk dilakukan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa kekosongan hukum tidak 

hanya menyangkut persoalan kepemilikan hak 

cipta, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan 

terhadap hubungan antara pencipta dan 

ciptaannya. 

Dari perspektif industri kreatif, 

ketidakjelasan pengaturan hukum dapat 

memengaruhi iklim inovasi dan investasi. Pelaku 

industri kreatif pada umumnya membutuhkan 

 
20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, Pasal 8 dan Pasal 9, hlm 7. 
21 Ibid, Pasal 5, hlm 6. 

kepastian hukum sebelum memanfaatkan suatu 

karya secara komersial. Kepastian tersebut 

diperlukan untuk menghindari risiko sengketa 

dan menjamin bahwa hak yang diperoleh atas 

suatu karya dapat dilindungi oleh hukum. 

Apabila status hukum karya berbasis AI tidak 

jelas, maka pelaku industri kreatif dapat 

menghadapi keraguan dalam menggunakan, 

mengembangkan, atau mengomersialkan karya 

tersebut.  

Dari perspektif industri kreatif, 

ketidakjelasan pengaturan hukum dapat 

memengaruhi iklim inovasi dan investasi. Pelaku 

industri kreatif pada umumnya membutuhkan 

kepastian hukum sebelum memanfaatkan suatu 

karya secara komersial. Kepastian tersebut 

diperlukan untuk menghindari risiko sengketa 

dan menjamin bahwa hak yang diperoleh atas 

suatu karya dapat dilindungi oleh hukum. 

Apabila status hukum karya berbasis AI tidak 

jelas, maka pelaku industri kreatif dapat 

menghadapi keraguan dalam menggunakan, 

mengembangkan, atau mengomersialkan karya 

tersebut. 

Menurut teori perlindungan hukum yang 

dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, 

perlindungan hukum diberikan untuk melindungi 

kepentingan subjek hukum melalui perangkat 

hukum yang bersifat preventif maupun represif.22 

Perlindungan preventif bertujuan mencegah 

terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan 

perlindungan represif diberikan melalui 

mekanisme penyelesaian sengketa apabila 

pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks seni 

visual berbasis AI, belum adanya pengaturan 

yang jelas menyebabkan fungsi perlindungan 

hukum preventif belum dapat berjalan secara 

optimal karena belum tersedia norma yang secara 

tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak 

yang terlibat 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

kekosongan hukum tidak hanya berdampak pada 

individu yang menghasilkan karya melalui AI, 

tetapi juga memengaruhi ekosistem industri 

kreatif secara keseluruhan. Ketidakjelasan status 

hukum suatu karya dapat mengurangi 

kepercayaan pelaku industri terhadap sistem 

perlindungan hak cipta dan pada akhirnya 

menghambat perkembangan ekonomi kreatif 

yang semakin bergantung pada teknologi digital. 

Dampak terhadap industri kreatif menjadi 

semakin relevan mengingat sektor ekonomi 

kreatif saat ini semakin bergantung pada 

teknologi digital dalam proses produksi dan 

22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi 

Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 

2. 
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distribusi karya. Ketidakjelasan status hukum 

karya berbasis AI berpotensi menimbulkan 

keraguan bagi pelaku usaha, investor, maupun 

platform digital dalam memanfaatkan karya 

tersebut secara komersial. Dalam jangka panjang, 

kondisi ini dapat menghambat pemanfaatan 

teknologi AI secara optimal karena para pelaku 

industri tidak memperoleh kepastian mengenai 

perlindungan hukum atas hasil kreativitas yang 

dihasilkan. Dengan demikian, kekosongan 

hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni 

visual berbasis AI telah menimbulkan dampak 

yang lebih luas daripada sekadar persoalan 

kepemilikan hak cipta. Dampak tersebut meliputi 

berkurangnya efektivitas perlindungan hak 

ekonomi dan hak moral, meningkatnya 

ketidakpastian dalam kegiatan usaha kreatif, 

serta munculnya hambatan terhadap 

perkembangan industri kreatif yang 

memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. 

4. Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus 

Mengenai Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan 

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan 

yang semakin pesat telah menghadirkan berbagai 

persoalan hukum yang belum sepenuhnya dapat 

dijawab oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya, penggunaan AI dalam 

penciptaan seni visual menimbulkan 

ketidakjelasan mengenai status pencipta, 

kepemilikan hak cipta, pelaksanaan hak 

ekonomi, serta perlindungan terhadap karya yang 

digunakan dalam proses pelatihan sistem AI.  

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan 

bahwa kerangka hukum hak cipta yang berlaku 

saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh 

implikasi hukum yang muncul akibat 

perkembangan teknologi kecerdasan buatan. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan 

untuk melakukan pembaruan hukum agar 

peraturan perundang-undangan tetap relevan 

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan 

masyarakat. Dalam negara hukum, hukum tidak 

hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga 

harus mampu menyesuaikan diri terhadap 

perubahan sosial dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Apabila hukum tidak mampu 

mengikuti perkembangan yang terjadi di 

masyarakat, maka akan muncul kesenjangan 

antara norma hukum dan realitas yang 

berkembang dalam praktik. Kesenjangan inilah 

yang terlihat dalam pengaturan hak cipta 

terhadap seni visual berbasis AI di Indonesia. 

Salah satu alasan penting perlunya 

pengaturan khusus adalah untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai status karya yang 

dihasilkan melalui AI. Hingga saat ini, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta belum memberikan penjelasan mengenai 

apakah karya yang dihasilkan dengan bantuan AI 

dapat memperoleh perlindungan hak cipta, serta 

siapa yang dapat diakui sebagai pencipta dan 

pemegang hak cipta atas karya tersebut. 

Akibatnya, berbagai pihak yang terlibat dalam 

proses penciptaan karya berbasis AI tidak 

memiliki pedoman hukum yang jelas mengenai 

hak dan kewajibannya. Padahal, kepastian 

hukum merupakan salah satu unsur penting 

dalam mewujudkan perlindungan hukum yang 

efektif.  

Selain memberikan kepastian hukum, 

regulasi yang lebih spesifik juga diperlukan 

untuk mencegah terjadinya sengketa hak cipta di 

masa mendatang. Semakin luas penggunaan AI 

dalam bidang kreatif, semakin besar pula 

kemungkinan timbulnya perselisihan mengenai 

kepemilikan hak cipta, penggunaan data 

pelatihan AI, maupun pemanfaatan hasil karya 

yang dihasilkan oleh sistem AI. Tanpa adanya 

aturan yang jelas, penyelesaian sengketa akan 

sangat bergantung pada penafsiran yang berbeda-

beda, sehingga berpotensi menimbulkan 

inkonsistensi dalam penerapan hukum. 

Urgensi pembentukan regulasi juga 

berkaitan dengan perlindungan terhadap 

kepentingan pencipta dan pelaku industri kreatif. 

Di satu sisi, perkembangan AI perlu didukung 

karena mampu mendorong inovasi dan efisiensi 

dalam proses kreatif. Namun di sisi lain, 

penggunaan AI tidak boleh mengabaikan hak-

hak pencipta yang karya-karyanya digunakan 

dalam proses pelatihan sistem AI maupun hak 

pihak yang berkontribusi dalam menghasilkan 

karya berbasis AI. Oleh karena itu, regulasi yang 

dibentuk harus mampu menciptakan 

keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan 

pengembangan teknologi.  

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum 

tidak selalu harus dilakukan melalui 

pembentukan undang-undang yang baru. 

Pengaturan dapat dilakukan melalui revisi 

terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta atau melalui peraturan 

pelaksana yang secara khusus mengatur karya 

berbasis AI. Yang terpenting adalah adanya 

norma yang secara jelas mengatur status hukum 

karya AI, kriteria penentuan pencipta, kedudukan 

pengguna dan pengembang AI, serta mekanisme 

perlindungan terhadap karya yang digunakan 

dalam proses pelatihan sistem AI.  

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, 

maka berbagai persoalan hukum yang saat ini 

masih berada dalam wilayah abu-abu dapat 

memperoleh kepastian hukum. Dari perspektif 

teori perlindungan hukum, pembentukan regulasi 

khusus mengenai hak cipta dan AI juga 
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merupakan bentuk perlindungan hukum 

preventif.  

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan 

hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya 

sengketa melalui pemberian aturan yang jelas 

sebelum timbul pelanggaran atau konflik 

hukum.23 Apabila dikaitkan dengan seni visual 

berbasis AI, keberadaan regulasi yang jelas akan 

memberikan pedoman bagi masyarakat, pelaku 

industri kreatif, pengembang teknologi, maupun 

aparat penegak hukum dalam memahami hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Dengan 

demikian, potensi sengketa yang timbul akibat 

ketidakjelasan hukum dapat diminimalkan sejak 

awal. Selain itu, pembentukan regulasi khusus 

juga dapat menjadi langkah antisipatif dalam 

menghadapi perkembangan teknologi AI yang 

terus mengalami kemajuan.  

Kemampuan AI dalam menghasilkan karya 

kreatif diperkirakan akan semakin berkembang di 

masa mendatang, sehingga persoalan hukum 

yang muncul juga akan menjadi semakin 

kompleks. Oleh karena itu, pengaturan hukum 

tidak seharusnya menunggu hingga sengketa 

terjadi dalam jumlah besar, melainkan perlu 

dipersiapkan sejak dini agar hukum tetap mampu 

menjalankan fungsinya sebagai sarana 

perlindungan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat.Pembentukan regulasi khusus 

mengenai hak cipta dan kecerdasan buatan 

menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam 

sistem hukum Indonesia. Regulasi tersebut 

diperlukan untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai status karya berbasis AI, mencegah 

terjadinya sengketa hak cipta, melindungi 

kepentingan pencipta dan pelaku industri kreatif, 

serta memastikan bahwa perkembangan 

teknologi kecerdasan buatan dapat berjalan 

selaras dengan tujuan perlindungan hak cipta. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap 

kekosongan hukum perlindungan hak cipta atas 

seni visual berbasis kecerdasan buatan 

(Artificial Intelligence atau AI) di Indonesia, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta belum mengatur secara 

eksplisit mengenai status hukum seni visual 

berbasis kecerdasan buatan (AI). Kekosongan 

hukum tersebut terlihat dari tidak adanya 

ketentuan yang mengatur kedudukan AI 

 
23 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi 

Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 

2. 

dalam proses penciptaan karya, penentuan 

status pencipta atas karya yang dihasilkan AI, 

serta kepemilikan hak cipta atas karya 

tersebut. Ketentuan mengenai pencipta dalam 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih 

berorientasi pada manusia sebagai subjek 

hukum, sehingga belum mampu 

mengakomodasi perkembangan teknologi 

yang memungkinkan terciptanya karya 

melalui sistem kecerdasan buatan. Dengan 

demikian, terdapat kekosongan hukum dalam 

perlindungan hak cipta atas seni visual 

berbasis AI yang menyebabkan ketidakjelasan 

mengenai status hukum karya tersebut dalam 

sistem hukum Indonesia. 

2. Kekosongan hukum dalam perlindungan 

hak cipta atas seni visual berbasis AI 

menimbulkan berbagai akibat hukum, 

yaitu ketidakpastian hukum mengenai 

status pencipta dan pemegang hak cipta, 

potensi sengketa terkait kepemilikan dan 

penggunaan karya berbasis AI, serta 

berkurangnya efektivitas perlindungan hak 

ekonomi dan hak moral dalam rezim hak 

cipta. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan 

hukum juga berpotensi menghambat 

perkembangan industri kreatif yang 

memanfaatkan teknologi AI karena para 

pelaku industri tidak memperoleh 

kepastian mengenai perlindungan hukum 

atas karya yang dihasilkan. Oleh karena 

itu, diperlukan pembaruan regulasi yang 

mampu memberikan kepastian hukum 

sekaligus menjaga keseimbangan antara 

perlindungan hak cipta dan perkembangan 

teknologi kecerdasan buatan. 

 

B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, 

penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada pembentuk undang-undang 

dan pemerintah, perlu dilakukan 

pembaruan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang hak 

cipta guna mengakomodasi 

perkembangan teknologi kecerdasan 

buatan. Pembaruan tersebut perlu 

mengatur secara jelas mengenai status 

hukum karya yang dihasilkan AI, 

kriteria penentuan pencipta dan 

pemegang hak cipta, serta 

perlindungan terhadap karya yang 
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digunakan dalam proses pelatihan 

sistem AI. 

2. Kepada para pelaku industri kreatif dan 

pengguna teknologi AI, diperlukan 

pemahaman yang lebih baik mengenai aspek 

hukum penggunaan kecerdasan buatan dalam 

proses penciptaan karya. Hal tersebut penting 

untuk meminimalkan risiko pelanggaran hak 

cipta dan sengketa hukum yang dapat timbul 

akibat penggunaan AI dalam kegiatan kreatif 

serta kepada akademisi dan peneliti, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

hubungan antara kecerdasan buatan dan hak 

kekayaan intelektual, khususnya terkait model 

perlindungan hukum yang paling sesuai untuk 

diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. 

Penelitian lanjutan diperlukan mengingat 

perkembangan teknologi AI yang sangat cepat 

dan terus melahirkan berbagai persoalan 

hukum baru 
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